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RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi

Sulawesi Utara merupakan dokumen perencanan sebagai pedoman kerja
Badan Kepegawaian Daerah selama satu tahun kedepan. Hal ini sesuai
dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi
untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang
dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang sifatnya lebih fokus dan
mendalam.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Strategis (Renstra) memiliki
kedudukan penting dalam sinkronisasi antara rencana kerja tahunan BKD
dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) sehingga menjadi satu kesatuan dalam
mendukung tercapainya Visi dan Misi Daerah.

Renja BKD Provinsi Sulawesi Utara disusun oleh tim penyusun Renja
BKD Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan secara terpadu, partisipatif dan
demokratis. Dokumen ini digunakan sebagai bahan dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKD Provinsi Sulawesi Utara, yang
selanjutnya menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi Sulawesi Utara dan Penjabaran APBD.

Dokumen ini pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran
strategis dalam  menanggapi isu-isu yang berkembang yang
diimplementasikan kedalam program dan kegiatan BKD Provinsi Sulawesi
Utara. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian penyusunan Renja
sangat ditentukan oleh kemampuan BKD Provinsi Sulawesi Utara dalam
menyusun, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan
mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi

BKD sebagai salah satu instansi pemerintah.
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Berdasarkan ketentuan dalam Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, ada 6 (enam) poin tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah,
yaitu dimulai dari Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah,
Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan
Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/
Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat
Daerah, sampai pada Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Renja merupakan tahapan awal yang harus
dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD. Dalam
prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka
arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu
penyusunan rancangan Renja SKPD dikerjakan secara simultan/parallel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan
pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
terhadap pencapaian Renja SKPD.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan
dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD
menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam
menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD beserta kerangka anggaran
pada tahun anggaran pelaksanaan Renja tersebut.

Dengan demikian, maka Renja BKD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020
akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program
kegiatan BKD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang telah ditetapkan
sebagai salah satu Prioritas Pembangunan Daerah dari segi peningkatan
kualitas sumber daya aparatur yang mandiri, berintegritas, profesional serta
berdaya saing yang secara implementatif akan mengarah pada pencapaian

sasaran-sasaran pembangunan pemerintah daerah. Setelah Prioritas
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Pembangunan Daerah dari kegiatan-kegiatan dalam Renja disetujui bersama

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara,

selanjutnya dituangkan untuk menjadi satu dokumen Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD RI Tahun 1945

3. Landasan Operasional

a.
b.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
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Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah;

k. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tahun 2008
tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

|.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara;

m. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 82 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A Provinsi

Sulawesi Utara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penetapan Renja BKD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 dimaksudkan

untuk mewujudkan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah untuk tahun pelaksanaan
Renja. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah:

1. Mewujudkan kebutuhan atas target perencanaan strategis sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap
instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang
berpedoman pada RKPD Provinsi Sulawesi Utara.

3. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA BKD Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2020.

1.4. SISTEMATIKA
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,

proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja
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Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta

tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta
pedoman vyang dijadikan landasan vyuridis formil dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PERANGKAT
DAERAH.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya
pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil
laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk

Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;
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2.2.

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target Kkinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah; dan

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Analisis Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing Perangkat Daerah, yang diharmonisasikan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3.

2.4.

Isu-isu penting penyelenggaraaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Subbab ini berisi uraian tentang:

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan terkait isu strategis
dalam pelayanan Perangkat Daerah;

Kendala yang ditemui dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah;

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
terhadap capaian program nasional/global;

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah;

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program prioritas tahun rencana.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Subbab ini berisikan uraian tentang :

Proses yang dilakukan untuk membandingkan antara rancangan akhir
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Penjelasan evaluasi setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD.
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Subbab ini berisi uraian tentang program/kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan dan atau stakeholder.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional yang disinergikan dengan tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini menjelaskan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang
didasarkan atas rumusan isu-isu aktual penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dan disinkronisasikan dengan sasaran target Kkinerja

Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019
Berisikan penjelasan tentang:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang
meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan

- Sifat program dan kegiatan
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang Rencana kerja dan pendanaan Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun upaya yang ditempuh
apabila ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi, kaidah pelaksanaannya

serta rencana tindak lanjut.
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BKD POVINSI SULAWESI UTARA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus
dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi yang dimaksud berupa capaian
atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya
yang dapat diukur melalui beberapa parameter atau indikator kinerja dengan
menggunakan pembanding antara kinerja nyata dan kinerja yang
direncanakan, serta kinerja nyata dan kinerja tahun sebelumnya. Hal tersebut
dapat diketahui melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKD
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018. Dari hasil laporan tersebut dapat
menjelaskan bahwa indikator kinerja serta sasaran program dan kegiatan
secara umum berhasil dengan uraian sebagai berikut:

a. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini adalah program rutin yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi
Sulawesi Utara dalam rangka optimalisasi fungsi pelayanan administrasi
perkantoran. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain, penyediaan kebutuhan
administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi barang/jasa,
administrasi kepegawaian, penataan kearsipan, hingga pelaksanaan rapat
koordinasi dan konsultasi. Pada tahun 2018, program ini berjalan sesuai yang
direncanakan yaitu mencapai 100% dan diprediksikan untuk Tahun 2019

program ini dapat mencapai target 100%.
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2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan
harian maupun dalam rangka melaksanakan pelayanan publik. Adapun uraian
program ini antara lain: pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor;
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional; dan pemeliharaan rutin/berkala
peralatan/perlengkapan gedung kantor. Pada akhir tahun 2018 program ini
mencapai target 100% sesuai yang direncanakan.

Pada Tahun 2019 ditambahkan kegiatan pengadaan kendaraan
dinas/operasional sebagai sarana penunjang penyelenggaraan pelayanan
pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi khusus/lapangan
dan diprediksikan untuk Tahun 2019 program ini dapat mencapai target
100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan disiplin PNS di Lingkungan BKD
Provinsi Sulawesi Utara dengan menaati ketentuan penggunaan pakaian
dinas harian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun output dari
kegiatan ini adalah tersedianya mesin/kartu absensi, pakaian dinas beserta
perlengkapannya dan pakaian khusus pada hari-hari tertentu. Pada tahun
2018, program ini berjalan baik sesuai dengan perencanaan, yaitu dengan
tercapainya target 100% dalam pelaksanaannya dan diprediksikan untuk

Tahun 2019 program ini dapat mencapai target 100%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dilingkup BKD Provinsi Sulawesi Utara yang
dituangkan dalam suatu dokumen Laporan Pertanggungjawaban Capaian
Kinerja sebagai aktualisasi realisasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. Pada tahun 2018, realisasi program ini mencapai 100% dan
output dari program ini adalah tersedianya laporan-laporan capaian kinerja
berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP Tahun 2018), Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD Tahun 2018), Laporan Evaluasi

10
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Capaian Kinerja BKD Prov. Sulut T.A. 2017, Laporan Prognosis Semester I
dan II BKD, dokumen catatan atas laporan keuangan (CalLK), Laporan
Keuangan Akhir Tahun dan Neraca, Laporan Evaluasi Penyerapan Realisasi
Anggaran dan laporan-laporan keuangan bulanan BKD Provinsi Sulawesi
Utara. Pada Tahun 2019 diprediksikan realisasi pencapaian program ini
adalah 100%.

5. Program Perencanaan SKPD

Program ini merupakan suatu Perencanaan yang menjadi penentuan
pilihan berdasarkan pertimbangan fakta yang ada untuk mewujudkan tujuan
yang telah ditetapkan. Hasil dari perencanaan ini yang menjadi panduan dan
patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Program ini lebih diarahkan untuk
menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran BKD Provinsi Sulawesi
Utara. Oleh karena itu, program ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004. Pada Tahun 2018, realisasi program
ini mencapai 100% dan diprediksikan akan mencapai 100% pada akhir tahun
2019.

6. Program Pembinaan Manajemen Kepegawaian

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen
kepegawaian di Provinsi Sulawesi Utara yang selaras dengan aturan
kepegawaian yang berlaku. Dan ada kegiatan yang ditambahkan dan tidak
lagi dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu: monitoring dan evaluasi
kinerja pelayanan kepegawaian, konsolidasi Manajemen kepegawaian Se
Sulawesi Utara, Diseminasi hasil pembangunan daerah bidang kepegawaian,
survey pelayanan kepegawaian dan forum BKD.

Realisasi program ini mencapai 100% Pada Tahun 2019 monitoring dan
evaluasi kinerja pelayanan kepegawaian dan kegiatan tidak dilaksanakan.
Kegiatan yang ditambahkan pada tahun 2019 adalah Survey Pelayanan
Kepegawaian dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat pengguna
layanan kepegawaian dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan
administrasi kepegawaian pada BKD Provinsi Sulawesi Utara. Dan diharapkan
program ini pada akhir tahun 2019 mencapai target 100% sesuai yang telah

direncanakan sebelumnya.
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7. Program Pengembangan Aparatur

Kegiatan ini ditujukan dalam rangka pengembangan Aparatur Sipil
Negara. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara Ilain
Pengembangan Pendidikan Formal ASN, Assesment Kompetensi Pegawai
ASN, Pengembangan Inovasi ASN, Penilaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi
Kabupaten dan Kota, Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan
Pengawas, Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Kenaikan
Jabatan Fungsional Tertentu, Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi JFT, realisasi
program ini mencapai 100%.

Adapun Kegiatan tidak dilaksanakan pada tahun 2019 vyaitu
Pengembangan Inovasi ASN, Penilaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi
Kabupaten dan Kota, Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan
Pengawas, Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Kenaikan
Jabatan Fungsional Tertentu dan kegiatan yang ditambahkan pada tahun
2019 yaitu Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Kenaikan
Jabatan Fungsional Tertentu, seleksi jabatan pimpinan tinggi, pelantikan dan
serahterima, peningkatan kompetensi dan ketrampilan teknis, fungsional dan
manajerial kepegawaian ASN dan diprediksikan pada akhir tahun 2019 akan

mencapai 100%.

8. Program Pengelolaan Mutasi dan Status Kepegawaian

Program ini merupakan penjabaran salah satu fungsi pelayanan publik
pada BKD Provinsi Sulawesi Utara melalui pemberian kenaikan pangkat,
pemindahan dan pensiun PNS. Program ini memuat antara lain pengelolaan
kenaikan pangkat, pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah, pembekalan bagi pegawai ASN memasuki purna tugas,
pemrosesan pensiun, penilaian kompetensi PNS pindah-masuk pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara, pengelolaan cuti, pemindahan dan penempatan
pegawai ASN. Realisasi program ini mencapai 100 %. Dan pada tahun 2019
adanya kegiatan yang ditambahkan pemrosesan status pegawai ASN.

Adapun Kegiatan yang ditambahkan pada tahun 2019 yaitu pemrosesan

status pegawai ASN diprediksikan realisasi program ini akan mencapai 100%.
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9. Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian

Tujuan pelaksanaan program ini adalah untuk membangun dan
memelihara jaringan informasi kepegawaian yang dijabarkan melalui kegiatan
pengembangan sistem informasi ASN terintegrasi, pengembangan sistem
informasi  kepegawaian daerah, pengelolaan sistem absensi online,
pengelolaan arsip manual dan digital kepegawaian, rekonsiliasi data
kepegawaian. Pelaksanaan program ini berjalan sesuai rencana sehingga
mencapai target yaitu 100%.

Berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya,

diprediksikan pada tahun 2019 program ini akan mencapai 100%.

10. Program Pembinaan Aparatur

Program pembinaan dan pengawasan aparatur merupakan salah satu
fungsi BKD sebagai garda terdepan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk
menegakkan disiplin dan meningkatkan kinerja ASN. Berbagai upaya tersebut
teriimplementasikan melalui tindakan preventif. Kegiatan yang dilaksanakan
dalam program ini adalah Inspeksi disiplin dan kehadiran pegawai ASN,
pelaksanaan apel kerja, penilaian kinerja dan disiplin pegawai ASN dan
Pemrosesan kasus pelanggaran disiplin. Program ini berjalan sesuai dengan
target yaitu mencapai 100%. Diprediksikan program ini pada tahun 2019

akan mencapai target 100% dalam realisasinya.

11. Program Perencanaan dan Pengadaan Aparatur

Program ini adalah gabungan dari beberapa kegiatan dari beberapa
program ditahun 2018 yang bertujuan untuk melaksanakan perencanaan
terhadap ketersediaannya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan
memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi kebutuhan formasi ASN
sesuai hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sehingga memiliki
tingkat produktivitas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah kajian
kebijakan dan hukum bidang kepegawaian, penyusunan standard penilaian
kinerja ASN berbasis jabatan dan IT, penyusunan rencana pengembangan
kompetensi ASN Tahunan, penyusunan formasi pegawai ASN, Fasilitasi

seleksi penerimaan calon Pegawai ASN, sosialisasi pendidikan/sekolah
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kedinasan, fasilitasi penerimaan Praja/Taruna sekolah kedinasan,
pengembangan manajemen ASN berbasis Meritrokasi (Merit System),
pelaksanaan orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
(P3K).

Realisasi program ini mencapai 100% dan Pada tahun 2019 kegiatan
yang akan dilaksanakan terdapat beberapa penyesuaian nama kegiatan yaitu
Fasilitasi seleksi penerimaan calon Pegawai ASN menjadi Penerimaan Calon
Pegawai ASN, fasilitasi penerimaan Praja/Taruna sekolah kedinasan berubah
nama menjadi pelaksanaan penerimaan Praja/Taruna sekolah kedinasan
utusan Sulawesi Utara , kemudian adanya kegiatan yang ditambahkan yaitu
penyusunan pola karir, Diseminasi pendidikan/sekolah  kedinasan,
pengembangan manajemen ASN berbasis Meritrokasi (Merit System) dan
pelaksanaan orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
(P3K). Diprediksikan realisasi program ini akan pada akhir tahun 2019

mencapai 100% .

12. Program Penyelenggaraan Hari-hari besar Kenegaraan/ Kedaerahan.
Program ini adalah program untuk tahun 2018 yang bertujuan untuk
meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi Pegawai Negeri Sipil
sehingga memiliki komitmen untuk melawan segala bentuk praktik KKN
dalam pelaksanaan Tugas sebagai Aparatur Sipil Negara. Program ini
dijabarkan dalam suatu kegiatan Lomba Peraturan Baris Berbaris bagi ASN
se-Provinsi Sulawesi Utara yang bertujuan untuk membentuk sikap, disiplin,
serta kebersamaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai
Abdi Negara. Realisasi program ini mencapai 100% dan Program ini

diprediksikan tahun 2019 akan mencapai target 100%.

13. Program Pembinaan, Fasilitasi Profesi dan Penguatan Kelembagaan
Korpri
Program ini adalah program Tahun 2018 yang memiliki tujuan untuk
memberikan berbagai fasilitasi dan bantuan bagi seluruh ASN yang adalah
anggota Koprs Pegawai Republik Indonesia. Selain itu program ini juga
bertujuan untuk mengoptimalkan prestasi dan potensi ASN Pemprov. Sulut

dalam bidang olahraga dan kesenian yang dimplementasikan dalam berbagai

14



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

kegiatan lomba. Adapun berbagai kegiatan dalam program ini, antara lain:
Fasilitasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Pelayanan Konsultasi Bantuan
Hukum Anggota KORPRI, Pelayanan Konsultasi Bantuan Hukum Anggota
KORPRI, Fasilitasi Keikutsertaan pegawai ASN pada PORNAS KORPRI, Lomba
Seni dan Budaya dan Kegiatan Keagamaan dan musyawarah KORPRI Provinsi
Sulawesi Utara dan Musyawarah Korpri Provinsi Sulawesi Utara. Realisasi
program ini mencapai 100% dan diprediksikan pada akhir tahun 2019 akan
mencapai 100%.

Kegiatan yang ditambahkan pada tahun 2019 vyaitu penyediaan
kebutuhan administrasi sekretariat dewan pengurus Korpri dalam rangka

dukungan dalam mengelola teknis operasional pengurus Korpri.

b. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan:
1. Program Pengembangan Kesejahteraan Pegawai
Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dari PNS
dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta memberikan
kesempatan bagi PNS untuk mengikuti seleksi ASN berprestasi dengan
mengacu dari beberapa kriteria yang telah ditetapkan, antara lain memiliki
dedikasi, disiplin yang tinggi serta berkinerja baik. ASN yang mengikuti
seleksi ini merupakan utusan dari Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota. Sedangkan
pemberian penghargaan satya lancana karya satya merupakan salah satu
bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah atas totalitas
pengabdian PNS sebagai abdi Negara untuk kurun waktu 10 tahun, 20 tahun

dan 30 tahun masa tugas.

Secara keseluruhan, Program ini memuat antara lain Seleksi pegawai
ASN Teladan, Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS, Fasilitasi pemberian
penghargaan Satyalancana Karya. Pada Tahun 2018 realisasi program ini
hanya mencapai 66 %. Hal ini Karena tidak dilaksanakannya kegiatan
Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS. Karena sampai akhir tahun tidak ada PNS
Pemprov Sulut yang mendaftar untuk diambil Sumpah/Janiji.
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2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini merupakan program teknis yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya aparatur baik di lingkungan BKD Provinsi
Sulawesi Utara pada khususnya maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
dan Kabupaten/Kota pada umumnya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah
Sosialisasi peraturan perundang-undangan, Pelatihan Kantor Sendiri,
Workshop kepegawaian.

Pada tahun 2018 realiasi program ini hanya mencapai 98 %. Hal ini
di pengaruhi oleh karena kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
yang seharusnya dilaksanakan 3 kali tetapi hanya diselenggarakan 2 kali hal
ini disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang sehingga kegiatan

urung terlaksana.

c. Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan:

1. Program Pengembangan Aparatur

Kegiatan ini ditujukan dalam rangka pengembangan Aparatur Sipil
Negara. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara Ilain
Pengembangan Pendidikan Formal ASN, Assesment Kompetensi Pegawai
ASN, Pengembangan Inovasi ASN, Penilaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi
Kabupaten dan Kota, Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan
Pengawas, Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Kenaikan
Jabatan Fungsional Tertentu, Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi JFT. Program ini
berjalan baik sesuai perencanaan, bahkan melebihi target, yaitu mencapai
114 %. Hal ini disebabkan kebutuhan untuk mengikuti assesment seleksi

terbuka JPT dan Pejabat pengawas.

2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah
Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Renja Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 terdapat 13
program yang memenuhi bahkan melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan, 2 program yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan dan 1 program yang melebihi target
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kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Meskipun begitu, secara
keseluruhan menghasilkan implikasi peningkatan baik secara lambat,
sedang, maupun cepat terhadap target capaian Program Renstra Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016 s.d 2021 dan
diharapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2021, semua program dan

kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan.

3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang periu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu:

1) Mengidentifikasi dan mengurutkan kegiatan yang menjadi prioritas;
2) Perlunya perencanaan program/kegiatan secara matang dan terukur;

3) Perlunya komitmen setiap Pegawai yang terlibat dalam perencanaan

program/kegiatan untuk melaksanakannya dengan baik

17



RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah

Sulawesi Utara Tahun 2020

1NSsI

Provi

, , wnwn Isejsiuiwpe ueesefbusjahuad wnwn Isessiuiwpy
%09 % ol %001 4 ¢l ol 09 UBYNINGay Uee|pasia}ey asejuasold UeYningay| ueeipakuad ueelbay
Ise}|nsuoy %w ISBUIPIOOY TS
ueeuesxefad enas ‘ueicjuexiad Iselsiujwpy ueuelejad weibos
isensiujwpe ueuefejad elisuny yeybury| siiipy I°d d
yesseq ueiemefaday uepeg
yesaeq ueiemehaday uepeg
uelpuesiad uep ‘ueiemehaday
‘Yesse( Jeybuelad ‘yesseq
ueBuenay| IseJjsiuiwpy ‘wnuip
UBYBJULIBWA ‘Yeldeq IWouo}Q
qilep uesnin
(1) (01) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (¢) (z) (1)
6102 unyey
(%) ensuay
p's uejeibay| 8102 810¢ unye]
=~M_M“~m._. uep weiboig gm_mmw___awz unyel ayg | aygefusy | 9102 unyep
° 9 | ueedey | rozunuer | UL ooy sesieoy| jobuey | ueweiboy 1202 uepeiBay/weiBoig
L Isesljeay ueie16y TEDIEC | e uejelbay| | weiboid eliaury Jojeyipu ue Emm UBYB)JULIBWD apo
uep weibouid weiboid |iseH ueiede) BetoaN | d Eaul Joiexipd) _MME %cm ”_scmwe d POM
jobueL eliaury joBae) | eliaury jobuey N Duepig/uesnin
P 8107 unye] uejeiBay| esileed

unye] p's gyg eJsuay jabie|
uelede Isesijeay Ueelyad

uep weiboud eliaury isesijeay uep jabie]

VAVLN ISIMVYINS ISNIAOYd
6102 NNHVL | NVINMRIL NYON3A IVdNVS VYLSNIY NVIVdVON3d NVd
HVY3VA NVIVMYO3daM Nvave VINIY NYYNYSYHVYTad TISVH ISVNIVAT ISYINLIdYYZY

| 1°geL

ele)() ISaMe[Ng ISUIA0Id Yelaeq ueremebaday uepeq : qd

18



RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah

Sulawesi Utara Tahun 2020

1NSsI

Provi

. . lojuey bunpab ueeesad Jojuey
%09 006 00¢ %00} 00€ 00¢ 00€ 005k ueeseyljowad ueeuesye|ad aSeJUSSOId Bunpab uedeybusad/ueyelesad
E[E)}8q/URNI UBBIRYI[BWad
, ) . ) [euoisesado/seulp [euoisesado/seulp
o0y 8.2 vl %00} el &l 80 0L Ueelepuay Ueeleyijawad asejuasold| ueesepusy elexiag/uini Ueeseyialiad
, , Jlojuey Bunpab lojuey
709 ¢ F %00} F F r § ueeseyijawad ueeuesye|ad asejussoid| Bunpab eexyiag/unni ueeseyiawad
, , lepews}\ bueA Jojuey lojuey| bunpag
%09 08y 09} %001 09} 09} 09} 008 uejefesad ueelpasia}ay aseuasold| uedeybuspad/ueleleiad ueepebuad
, enq epoy uep jedw3 epoy [euoisesad/seuiq
%0l b F ¢ 0l [euoisesadQ/seulq ueelepusay yejwnp ueesepuay ueepebuad
axdg SNd ueeliajad Bunynpuad imeledy euBiEsel
uep Buefunuad eueleseid uep eueles UED BUBIES UEENBUILG WeiBol
ueeleyijawad uep ueeipasiajey jexbull P S uaRdullied d
ISE}NSUOY
%l v l %001 I I 2 091 uep Iseulpiooy Jedes uejelfay buelunuad ISElINSUO
0 0 o : _ uep 1SeulpIooy| jedey Ueeuesye|ad
ueyelfay UeeIpasIa)aY 9SEUSSOId
. . uedisieay ueejeuad uejelfay ynun U diS180Y UEERUSGIUEEI5S
%09 9¢ al %00} al cl cl 09 T e — ISIES) d UEJeIDa)
uelemebaday
%09 9¢ 2 %001 2 A ) 09 Isensiuiwpe ueesebbusjohuad T
? o SN ISeASIUIIPY UBYNINGaY Ueelpakuad
UBYNINQa) UEeIpasIg)ay aSejuasold
esel/bueieq ueepebuad
0 %001 A 2 ) 09 isensiuiwpe ueesefbusjohuad esef/bueieg
%09 %€ (45 0 SO ISeSIUILPY UBYningay Ueelipakusad
UBYNINQaY UEBIPaSIa)}ay 8Sejuasold
uebuenay Isegsiuipe ueesefbusjohuad uebuenay|
%09 9 ¢l %001 cl cl cl 09

UeYnngeY Uee|pasialey aSejuasold

ISensIuIWpPY Ueyningay ueeipakuad

19



RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah

Sulawesi Utara Tahun 2020

1NSsI

Provi

yeyuuswad esef/bueseq

%08 3 ol sejuig gnyibusw buek NSY yjwnp (sspeBUad silsy UeBUIgUlG
axg

%08 14 cl %06 6 (0]% 9 09 SN 18eq Ueypejad ueeuesye|ad yejwnp HIpuss Iojuey ueyse|od

) ansiBuow Buek cmv_QE_m uebuepun-buepuniad ueinjesad

%Cl 9 9 0S Ayl aMa SNd uep axg iseuewa|dw SIuYe) UeBuiquig
SNd !6eq yajwig ueeuesye|ad yejwnp

9 9 uep jning “Aoidwad uebun mcm_:_vv_\nmv_ uebuepun

%95 14" € %071 L g 14 14 pinng d Youll Ip SNd -Buepuniad Ueinieiad |SesieIsos
16eq Isesifeisos ueeuesye|ad yejwunp

%01 | %00} r } 1] Jepip nsjibusw Buek SN yejwnp(  [euuoS Ueyjejad Uep Uexipipuad
uejemebaday uep yessep ueyejuriswad

Buepiq Ip ueinjesad epas ‘i1shung e G

D e R sejisedey] uejeybuluag weibou

wejep Jnjesede eAep Jaquins i M ueeybulliad d
uejjyeay uep uenyejabuad jexbul)

. . Seulp njuaya}

%lS Yce 9L %004 08 08 0L 00v ueieyed ewususw buek SNd yejwnp| Wey-uey snsnyy uelexyed ueepebuad

. . seulp eAuuedeybusyad

htC 9L 9L %00 9% 9L & 05¢ ueleyed ewuauaw Huek SN yejwnre|  euasaq seulp ueieyed ueepebuad

%9€ 6 ¥ %001 G G Gz |SUBSQE UISaW Yejwnp ISUasqe nuey/uisaw ueepebuad

1snyysui uep ueuidwid depeyus)
Jnjelede sejijefo] uep iseyipap ‘nyepaq
BueA ueinjelad depeyus} Jnjelede
ueynjeday uep uejee)ay jexbuil

injesedy
ujdisig uejeybuiuad weiboid

20



RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah

Sulawesi Utara Tahun 2020

1NSsI

Provi

%0} € %001 € € 0€ ayg wnioj ueeuesye|ad yejwnp amg wnio4
. . ISEUIWSI] uelemebaday buepig yeiseq
%09 € F %001 b b b § ueynngay| ynun ueyeg ueeipakuad bey ueunBuequiad [ISeH Iseulwasiqg
. . uelemefaday 1N|ng I1SUIA0I4-8S uelemebaday
%08 4 %001 b b ¢ § uswaleuey\ ueeuesye|od yejwnp uswasleuey 1sepljosuoy
axg yand ueiemebaday|
ueuefejod elioury uejeybuluad jexbuil( uswsaleuep ueeuiquiad weiboid
%09 9 4 %00} 14 Z Z 0l V)Y uswnyoq|uesebbuy eliey euesusy ueunsnAuad
%09 9 4 %001 14 4 4 0l eluay uswnyoqg Qd eliay] eueouay ueunsnAuad
%02 | | ® eqsuay uswnyoq| ad sibejens euesusy ueunsnAusd
aMg
yiignd ueueAejad eliaury ueleybuluad (70T T U
%002 1009 0009 %001 ) ) 000¢ g49d equio by ueeuesyeod g8d BquoT ueeuesye|dod
ueyelaepay/ueesebfaus)y Jesaq Liey-Liey ueye.laepay| /ueelebausy| Jesaq
ueesebbuajahuad ueeuesyejad jexybui] | Ley-ueH ueerebbusjohuag weiboid
%%9 e oL %021 Zl oL oL 0S ueiode| yejwnp dd Ueuelng uesode| ueunsnAuad
%09 6 € %00 € © € g uesode| yejwnp el AP
o %001 F 14l uebuenay ueiodejad ueunsnAuad
9 9 uelode| yejwn e
%001 § € %001 b b b § | yejune uebuenay uelodejad ueunsnhuad
ad eliaupy [sesieas Jesiyy uep
%09 6 € %001 € € € st IR A0 A eliauny ueleded uesode| ueunsnAuad
b [ d
uebuenay uep efisupy uesodejad SARLLAEL) e L
sejijeny uep uelesajaAuad jeybul L L IE MR ST LS
EM|ENY UEP Uelesa] JeAdulL uejeybuiuag weiboid
EJ0M/qe
%0Y 7 L %0S | Z Z ol uep inng ‘roidwad uebunybury ip ueremebaday doysyHop

SNd 16eq doysyiom ueeuesyejad yejwnp

21



RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah

Sulawesi Utara Tahun 2020

1NSsI

Provi

semebBusad uep Jojensiuiwpy

%S0k 14 %001 b ‘ ¢k e IsEnuIsyales ueeuesye|ad yepune “166u1L ueuidwid ueleqer e
e10)| uep uayednagey] 166Ul
%S8 L %00} 2 3 8 (074 uefejiuad iseulpiooy ueeuesxejad yejwnpe ueurduwig 1eqelod UoeD ueleuad
Y ) elebau njelsede 1seaou| elebaN
%08 14 4 %001 € € § equwoT uejelfay ueeuesye|ad yejwnp Jinjesedy Iseaou] uebuequiabuag
NSY
%08 14 (4 %002 (4 b S WEMEEES RSO NS AT e ooy mipissersy
ueseu|pay
%0 0€ Buuojuow ueeuesye|ad yejwnp ye|oyag eunse] /efeld uep Jelejag
sebn] SNd depeula) Buuojuop
ning "Aosdwad ys|o ele}n Iseme|ng uesnmn Nddl efeid
%0e see see sl 1sejise} 1p Buek NadI efeid uojed yejwnr| 1Beq ueyipipusd buefunuad isejised
%0 oL 1s)9]8s uejelbay ueeuesye|ad yejwnr| Jefejag ullj uep Jefejag sebnj I1sy)a|0S
1spe} ueyipipusd uep
%0 o] EHosad ‘leuoisbuny ‘siuya] ‘veuidwiwadey
1sy9]9s uejelfay ueeuesye|ad yejwnp .
uejeqefeld Jepiiq epasad 1s%9|es
Jelejag sebn| emsiseaq eiebaN [1dIS Injesedy
%9 68 6¢ %L0¢ 09 6¢ vl ueyedepusw bued NSV yejunp| |euuo4 ueyipipuad uebuequabuad
B o anjesedy uebuequwiabuag weibos
uep ueeuiquwad ‘ueifeybuad yeybuil V v q d d
%02 1 1 [} Aanns |isey ueiode| yejwnp uelemebaday| ueehejad Aanng
eAuuelodejad
K %002 z b (4 oL uep uelemebadsy ueueAe|ad efisuny VELEEREEDY) LS o
%01 14 o J U eliaury 1senjeAg uep Buuojuopy
IsenjeAas uep Buuojuojy ueeuesye|od
ueiemebaday ueuehejad sejubajul ueiremebadayy
%02 3 L 3 S

syopul Aaans ueeuesye|ad yejwnp

ueuefe|ad seyubaju| syapu| Aeaing

22



RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah

Sulawesi Utara Tahun 2020

1NSsI

Provi

Jnjejede uesemebuad
uep ueeuiqwad ‘ueifeybuad jeybui]

Injesedy ueeuiquiad weiboid

. . sasoidip jedep BueA SNd uejedwauad

oy 00k 00g %001 009 009 0052 Yepuld Uep AnD Uensn uswnyop yejwnp| uep ueyepuiwad ‘ing ueejojabusd
ning ‘Aoidwad

%01 14 %001 4 ¢ 02 nsew yepuid SNd Isusjaduioy inng Aaiduiad nsei

0! . H

uelejuad ymun ueynngey ueeipasialey| Yepuid SNd 1sugladwo); ueleyuad

%02 L %001 | | G NSV snjejs uesasoiwad uejeifay yejwnr| NSV lemebad Snjejs uesasoiwad

0 . sebn} ewnd (sebn ewnd

%0¢ b %001 b F § Iynsewaw NSV ueeyaqwad yejwnp ynsewaw NSY 16eq ueeyaquad
uesnnday

%01 4 %001 | l 0z uejiqiauad ymun unisuad uejnsnbuad unisusd UBSaS0IWad
uep unisuad YS dasuoy ueejojabuad

unisuad yezel|

%0% Z %001 l l o uep ‘veyepuiwad eybued ueyreusy uelensakuad jeybued ueyieusy

uelln uep seulp uelln ueeuesye|ad yejwnp|  uelln uep seuiq uelln ueeuesye|ad
SNd ey bued ueyieusay

%0% 1008 000% %00} 000¥ 000% 00002 uee|jojabuad bay ueesebbusjaiuad 1e)6ued ueyleusy| ueejojabuad
Ynun ueyningay Ueelpasia)ey

SNd unisuad sasoid uep isejnw ueiemebaday) snjeyg

‘1uey ueyeybuiuad efisuny jeybull( uep isejnyy ueejojpbuad weiboid

- . ISejjiseyip bueAk || Uep | ueuidwiwaday

i I Id uep | INId 18X eusesad yejwnp lepyia eyssed Iseyljise

ueyeuesye|ip bueA nuapa] [euoisbun uejeqer

%S F %001 _ F 0z ISexuos Iseyljise} ueeuesye|ad yejwnp Isusjodwoy Isexunas Iseyjise

nuaya) [euoisbun ueeqger

%0% 8 %001} b } 02 Isej|iseyip BueA | 4r yejwnp uejjleusy elss uejuaylaquisd

uep uejeybuebuayd ueejojabuad

23



RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah

Sulawesi Utara Tahun 2020

1NSsI

Provi

. ) 1suinoid ele)n I1seme|ng
%0C _‘ %001 b _ § yesemeAsnw ueeuesyejad yejwnp ISUIAOId [4dO YesiemeAsnpy
B

UEBLLEDEX ueewefbeay Hay uep efepnq uep
%00} 4 l %00} } } ¢ Ga) uep eepng uep luas equio [uss eqUOT * [YdHOM SYNHO eped

0! 0! ¢ .

MO SYNHOd eped NSY lemebad
ueepasinyiay Iseyljise eAueuesyeps) NS 2B R 2 Ee
[4cOX uebunybulip 40X uebunybuljip
%0¢ _‘ %00} b _ § efepnq uep 1uas equo| eAueuesyeps)| eAepng uep |uUsSs Bquio| UBBLESYE|ad
%0 ¢ O uebunyBuljip [MHOX uebunyBuljip
° "Od/ebeiyejo equo| eAueuesyeus)|  HOd/ebeiye|o equol ueeuesye|ad
[4dHOM ejoBbue wnyny uenjueq [4dHOM ejobbue
%07 &4 ¢l %00 ¢l ¢l 09 ISE)NSuUOY UeueAe|ad eAuBuBSYeUS)| WNYNY Uenjueq ISe}nsuoy ueuehe|ad
[4d¥OM srunBuad uemsq [4dH0M
%0¢ _‘ %00} b F § 1eue}anas Iselljiseq eAueuesyeps)| sninbuad uema( Jeuelaiyas Isel|ise
]
Jnjejede uesemeBuad [4dHOM ueebequiajay
uejenBuad uep 1sajoid
uep ueeuiquad ‘ueifeybuad yexbui] .
Ise}ljiseq ‘Ueeuiquiad weiboid
sUequaq NSV [ElusW Uep Japyeley
%0c 019 0l 009 000€ -sueq ueinjesad ypeps) bued NSY yejwnr| uebuequabuad uep ueeuiquad bay
eliay |ade
%Ee s 04 %007 v F 09 neje uep Jeujwas ueeuesye|ad yejwnp eliay [ody ueeLeselod
%L l %001 } } (0745 epls ueeuesse|ad yejwnr| SNd uelipeyay uep ulidisiq Isyadsuy|
unye) denas SNd Uenyelip uldisig
% 9 § %00} F F s BueA snsey ueuebueuad yejwnp uesebbuejad snsey uesasoiwad
eliaury ue UBJIPEYS)Y ISEN|BAS emeba

%09 9¢ 4" %00} ¢l 4" @, 09 el e Pa e Bl el i g

uep IsexyuaA ueeuesyejad yejwunp

uidisiqg uep eliaury| uerejiuad

24



RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah

Sulawesi Utara Tahun 2020

1NSsI

Provi

%Sy 6 %001 ) 14 14 Iseljisuoxal uesode| yejunp
unuey depas ele)n Isame|ng T ——
%082 145 %001 ) l G ISulnold Uejulawad SNd [enuew disie i
ueejeuad uep ueejojabuad bay yejwnp [ U5 ClE M el
%C 3 %001 ) 09 aulluo 1¥YINS uee|o|abuad yejwnp auI|uQ Isussqy ueejojabuad
. . Iselbajuua) bued 934NIS yelaep ueiremebadoy
%t r %8 ¢l 09 ueeseyljawad uep ueunbuequad |sewlojul wasis uebuequiabuad
1selbajuuaynpedia) Iseibajuua] NSY
%07 ¢ %00 v § NSV Iseuuojul wasis |dy yejwnp Isewloju| wajsig uebuequiabuad
uejemebaday
uelemebfaday| Isewopu|
T L) G UL I uep ejeq uebuequiabuad weiboid
uep ueunbBuequiad jexybul]
ueyewniad
uebunge) uep ‘unisuad ‘uejeyasay
; wnJepyadeq uep uadse)
%0 0 09 ueuiwel uesninbuad uejesefsiad _mmbw_:_Emw cmm movwm:w d M%.Mm
1deybusjow exbues wepep unyey| v Ueelea) 1selised
denas SNd Iseasiuiwpe ueejojabuad
efies eliey|
efles eAiey eueoueefie:
%08 © %001 L Z oL eueoueefies ueebieybuad ueusquad cmmgm;mc\w chm_.awem p _wm“__nmw
ynjun uesexiaquad ueeuesyejad yejwnp ‘ S
SNd !luer/yedwns
%0% ¢ %0 3 3 G uejiqueBuad ueeuesyejad yejwny SNd !luer/yedwng ueeuesye|ad
uepe|s
%0% & %001 ) } G PeIsL uepeja] NSY lemebad Isysjag

NSV IS}8]es ueeuesyejad yejwunp

ueremebaday Iseljsiuiwpe
ueuefejad eliaupyj eAujeybuiuspy

lemebfad ueelsjyefosay|
uebuequiabuad weiboid

25



RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah

Sulawesi Utara Tahun 2020

1NSsI

Provi

ISeOjUB\ SISeqiaq

(waysis uaW) ISe)onUaW SISeqIaq

%07 4 %00} El NSV uebuequabuad uswnyop yejwnp NSV uswsaleuew uebuequabuad
Jejuoy|
(Med)
lemebad ‘sede ueueH ebeus] ‘Yed
9 9 : : el1ay] uellueliad uebus ulawe,
Ko ¢ 00k : 1beq swisijeuossjoid uep ‘eliay sojo _m;mvmmn_.._mmn Mscmzomumw“mwv_m_o“
‘eyne :uejeyaquad ueeuesyelad yejwnp| - : : ’
e } } o Ndd| efeld ueewusuad UBSeUuIpay Ue|oyas
° ISe}ljise UeeuES)E|ad Yejwnp eun.ey/efeid ueewusuad iseyjise
9 9 Isesl|eisos ueeuesye|ad yejwn Heselipo)
%02 5 %001 S Isesifel Me|8d yejwnpe ye|oxes/uexipipuad 1Sesielsos
ele)n 1SeMe|ng ISUIAOId -
%02 G %001 (o)% Ip NSV uojeD ueewnsuad 1s9|9s
| (S I B e E T uoeD UeeWUBUd ISY8|aS Ise)ljise
%09 S %001 L o unsnsia) BueA 1sewlo} yoq yejwnp lemebad ISewlio ueunsnAuad
Sejl[enylag uep
%02 F § sy bueAh 1sa) [eog/uBlE|N BAUBIDSSIS] IR S 2 L
ueunye| NSV Isusjadwoy| teunteL
0, 0, y
%07 4 %004 § uebuequiabuad eueousay eAuynuagia] NSV _wcgmaﬁmw_cwﬂmnmmﬁmmuwm
NSV NS susjaduioy NSV
%02 1 [ uebuequabuad uep Jauey ueejojabuad EMEBO 15UBY BI04 UBUNSNAUD
waysis uexeligay yoq yejwnp . Gl g
0 ) ueyj|iseyip bueA uelemebaday
%¥9 o %001 o se wnyny ueyee|aj/uelfey yeyseu yejwnr| Buepiq wnyny uep uexeligay uelley]
uajedwoylag uep
‘leuoisajoud ‘sejljenyaq bueA unjesede n :MM.HM«:MA@:«MM_MH&
ueejpakuad ueeuesyejad jexbul] d d
uonyd
[ 3Jd) ueejojabuad isessiuiwpe Hay eMBEBe :tﬁwv,n__w_ww_o_mmﬁh
lemebad
. lemebad elisupy 1sewlojul uebuuel 0 Buuel
%0V @ l [} eliaury Isewlopu uebuuel waysis

wa)sis uebuequabuad/ueunbuequiad

uebueqwabuad ; ueunbuequiad

26



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Tugas dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara diatur

dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 82 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara yaitu membantu Gubernur

dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Kepegawaian Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian Daerah

menyelenggarakan fungsi :

1.
2.

Perumusan kebijakan teknis;

Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan
pelaksanaan tugas;

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang kepegawaian daerah;

Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan,
pengembangan aparatur, mutasi dan status kepegawaian,
pembinaan dan kesejahteraan aparatur, serta perencanaan dan
pendayagunaan aparatur; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Sulut mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1)
2)

3)
4)
)
6)

7)

8)

Perumusan kebijakan teknis;

Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan
pelaksanaan tugas;

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang kepegawaian daerah;

Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
Penyelenggaraan urusan bidang pengembangan aparatur
Penyelenggaraan urusan bidang mutasi dan status kepegawaian
Penyelenggaraan urusan bidang perencanaan dan pendayagunaan
aparatur;

Penyelenggaraan urusan bidang pembinaan dan kesejahteraan

aparatur;
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9) Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;

10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, sasaran yang hendak
dicapai oleh BKD Provinsi Sulawesi Utara yaitu :

1. Terwujudnya aparatur negara yang memiliki kompetensi teknis dan

kepemimpinan;

2. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang
cepat, tepat, akurat dan memuaskan;
Terwujudnya pola karier PNS;
Terwujudnya sistem informasi kepegawaian;

Terwujudnya pembinaan dan pengawasan;

o v kW

Terwujudnya kesejahteraan aparatur negara.
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2.3 ISU — ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI SKPD
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi intensitas daerah/masyarakat dimasa yang akan datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, dapat menghilangkan peluang
peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD Provinsi Sulawesi Utara adalah
melaksanakan manajemen kepegawaian di daerah. Seiring dengan
perkembangan masyarakat dan dunia global maka manajemen kepegawaian
terus mengalami perubahan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS, terdapat 15 (lima belas) Peraturan Pemerintah di
bidang kepegawaian yang dinyatakan dicabut, meski aturan-aturan
pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini belum
ditetapkan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pemberhentian
/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sepanjang mengenai
ketentuan yang berkaitan dengan PNS;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai
Negeri sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut
Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil, sebagaimanan telah beberapa kali di ubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagimana telah di
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10.

11.

12.

13.

ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri
Sipil yang menduduki Jabatan Rangkap, sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai
Negeri Sipil yang menduduki Jabatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri;

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri
Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Sebagaimana telah di
ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status
Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas

35



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status
Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki
Jabatan Struktural;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat

Fungsional.

Selain itu, adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi BKD Provinsi Sulawesi Utara adalah :

1.

Pendistribusian PNS yang belum merata sesuai dengan kompetensi yang
dimiliki dan kebutuhan Perangkat Daerah;

PNS menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan prinsip right man on
the right place;

Keterlambatan dalam pemasukan data PNS dari Perangkat Daerah atau
PNS yang bersangkutan sehingga menghambat proses pemutakhiran
data PNS yang berampak terhadap perbedaan data antara Perangkat
Daerah dengan database yang ada di SIMPEG BKD Provinsi Sulawesi
Utara;

Sistem pembinaan, pengawasan dan koordinasi kepegawaian dengan
kabupaten/kota belum berjalan optimal;

Banyaknya ASN yang belum memiliki tingkat disiplin yang tinggi dalam
menaati ketentuan jam kerja sehingga pelaksanaan pelayanan terhadap
masyarakat menjadi lambat.

Belum tuntasnya penegakkan disiplin dan sanksi bagi PNS yang terkena
kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;

Sistem seleksi PNS pindah-masuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

yang harus lebih selekitf sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah,

36



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

PNS tersebut haruslah memiliki berkualitas, kompetensi, profesional dan
berdaya saing;

8. Tidak akuratnya data pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
(SAPK) sehingga menghambat dalam pengurusan Kenaikan Pangkat
otomatis PNS;

9. Kualitas administrasi kepegawaian belum sesuai SOP;

10. Kebijakan penerimaan CPNS umum;

11. Penerapan disiplin belum mengedepankan system reward and
punishment;

12. Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan

pelatihan yang layak dan merata bagi semua PNS;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara
disusun dengan berpedoman pada RPIPD Provinsi Sulawesi Utara dan
merupakan penjabaran dari RPJMD 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara, serta
diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. RKPD
2020 adalah RKPD ke-4 pada periode RPJMD OD-DK sebagai bagian dari
gerobong pencapaian Visi “TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA BERDIKARI
DALAM EKONOMI, BERDAULAT DALAM POLITIK, DAN BERKEPRIBADIAN
DALAM BUDAYA", serta terus berusaha dalam pencapaian Visi Pembangunan
Jangka Panjang Daerah vyaitu “SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA,
BERDAYA SAING, AMAN, DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG
INDONESIA KE KAWASAN ASIA TIMUR DAN PASIFIK"

Jika disandingkan dengan salah satu dari 7 misi pembangunan Sulawesi
Utara yaitu mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata
kelola pemerintahan yang baik, dan selaras dengan salah satu tujuan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu untuk meningkatkan manajemen
pemerintahan sulawesi utara dalam tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis dan terpercaya untuk mewujudkan sulawesi utara yang
tertib administrasi dan wilayah bebas korupsi serta mewujudkan ASN yang
berwibawa dan profesional sesuai prinsip good governance, oleh karena itu

pelaksanaan program dan kegiatan pada BKD Provinsi Sulawesi Utara harus
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sejalan dengan rencana dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara. Berikut ini program
dan kegiatan BKD Provinsi Sulawesi Utara yang berkaitan dengan RKPD
Provinsi Sulawesi Utara.
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Tabel 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
PROVINSI SULAWESI UTARA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Rancangan Awal RKPD Hasil Kebutuhan Analisis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target
; . . Pagu . . . Kebutuhan
No | Pemerintahan Daerah | Lokasi Program/ Capaian S Pemerintahan Daerah | Lokasi Program/ Capaian
. . C Indikatif ) . o Dana
dan Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja dan Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja
(@) @ ©) 4 (5) (6) (7) 8) ©) (10) (1
Program Pelayanan Meningkatnya kinerja Nilai 1.601.547.500 Program Pelayanan Meningkatnya kinerja Nilai 1.601.547.500
Administrasi Perkantoran pelayanan publik Badan| - Akuntabilitas Administrasi Perkantoran pelayanan publik Badan| - Akuntabilitas
Kepegawaian Daerah; | Kinerja BKD Kepegawaian Daerah; | Kinerja BKD
Indeks Nilai LKIP rata-rata Indeks Nilai LKIP rata-rata
Badan Kepegawaian Minimum B Badan Kepegawaian Minimum B
Daerah rata-rata Daerah rata-rata
Kegiatan Penyediaan Prov. [Ketersediaan 12 Bulan 571.109.590 Kegiatan Penyedi Prov. 12 Bulan 571.109.590
Kebutuhan Administrasi Sulut  (kebutuhan Kebutuhan Administrasi kebutuhan
Umum penyelenggaraan Umum penyelenggaraan
inistrasi umum inistrasi umum
Kegiatan Penyediaan Prov. [Ketersediaan 12 Bulan 317.400.000 Kegiatan Penyedi Prov. 12 Bulan 317.400.000
Kebutuhan Administrasi Sulut  [kebutuhan Kebutuhan Administrasi kebutuhan
Keuangan penyelenggaraan Keuangan penyelenggaraan
ini i ini i keuangan
Kegiatan Penyediaan Prov. [Ketersediaan 12 Bulan 113.821.095| Kegiatan Penyedi Prov. Sulut|Ki di 12 Bulan 113.821.095
Kebutuhan Administrasi Sulut  [kebutuhan Kebutuhan Administrasi kebutuhan
Barang/Jasa penyelenggaraan Barang/Jasa penyelenggaraan
administrasi administrasi
Kegiatan Penyediaan Prov. [Ketersediaan 12 Bulan 56.386.110} Kegiatan Penyedi Prov. 12 Bulan 56.386.110
Kebutuhan Administrasi Sulut  [kebutuhan Kebutuhan Administrasi kebutuhan
Kepegawaian penyelenggaraan Kepegawaian penyelenggaraan
administrasi administrasi
kepegawaian kepegawaian
Kegiatan Penataan Prov. [Ketersediaan 12 Bulan 29.700.705 Kegiatan Penataan Prov. Sulut[Ketersediaan 12 Bulan 29.700.705
Kearsipan Sulut untuk Kearsipan untuk
kegiatan penataan kegiatan penataan
i |kearsipan
Kegiatan Pelaksanaan Prov.  [Jumlah pelaksanaan 32 Kegiatan 513.130.000 Kegiatan Pelaksanaan Prov. |Jumlah pelaksanaan 32 Kegiatan 513.130.000
Rapat Koordinasi dan Sulut/Kab{koordinasi dan Rapat Koordinasi dan Sulut/Kab- |koordinasi dan
Konsultasi Kota/LD [konsultasi Konsultasi Kota/LD [konsultasi
Program Peningkatan Meningkatnya kinerja Nilai 2.010.199.999 Program Peningkatan Meningkatnya kinerja Nilai 2.010.199.999
Sarana dan Prasarana publik Badan il Sarana dan Prasarana publik Badan|  Akuntabilitas
Aparatur Kepegawaian Daerah; | Kinerja BKD Aparatur Kepegawaian Daerah; | Kinerja BKD
Indeks Nilai LKIP rata-rata Indeks Nilai LKIP rata-rata
Badan Kepegawaian Minimum B Badan Kepegawaian Minimum B
Daerah rata-rata Daerah rata-rata
Minimum B Minimum B
Pengadaan Kendaraan Prov. [Jumlah Kendaraan 2 Unit 53.246.463 Pengadaan Kendaraan Prov. Sulut|Jumlah Kendaraan 2 Unit 53.246.463
Dinas/Operasional Sulut  [Dinas/Operasional Dinas/Operasional Dinas/Operasional
Roda Empat Roda Empat
Pengadaan Prov. [Prosentase 160 unit 1.354.954.346 Pengadaan Prov. Sulut|Prosentase 160 unit 1.354.954.346
Sulut  |ketersediaan peralatan peralatan/perlengkapan ketersediaan peralatan
gedung kantor kantor yang memadai gedung kantor kantor yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala Prov. [Prosentase 1 Gedung 44.926.003 Pemeliharaan rutin/berkala |Prov. Sulut{Prosentase 1 Gedung 44.926.003
gedung kantor Sulut  [pelaksanaan Kantor gedung kantor pelaksanaan Kantor
pemeliharaan gedung pemeliharaan gedung
kantor kantor
Pemeliharaan rutin / berkala [ Prov. |Prosentase 14 unit 502.285.379 Pemeliharaan rutin / berkala |Prov. Sulut|Prosentase 14 unit 502.285.379
kendaraan dinas / Sulut  [pemeliharaan kendaraan dinas / pemeliharaan
operasional lfndaraan _ operasional ljgndaraan
Pemeliharaan rutin/berkala | Prov. |Prosentase 300 unit 54.787.808 Pemeli { Prov. Sulut|P: 300 unit 54.787.808
I Ip Sulut peralatan / perlengkapan pelaksanaan
gedung kantor i peralatan gedung kantor i peralatan
gedung kantor gedung kantor
Program Peningkatan Meningkatnya kinerja Nilai 184.498.298| Program Peningkatan Meningkatnya kinerja Nilai 184.498.298
Disiplin Aparatur pelayanan publik Badan| - Akuntabilitas Disiplin Aparatur pelayanan publik Badan| - Akuntabilitas
Kepegawaian Daerah; | Kinerja BKD Kepegawaian Daerah; | Kinerja BKD
Indeks Nilai LKIP rata-rata Indeks Nilai LKIP rata-rata
Badan Kepegawaian Minimum B Badan Kepegawaian Minimum B
Daerah rata-rata Daerah rata-rata
Pengadaan mesin/kartu Prov.  [Jumlah unitmesin/kartu 5 unit 44.115.162 Pengadaan mesin/kartu Prov. Sulut|Jumlah unit mesin/kartu 5 unit 44.115.162
absensi Sulut |absensi absensi absensi
Pengadaan pakaian dinas Prov.  [Jumlah PNS yang 70 Orang 60.173.750 Pengadaan pakaian dinas ~ |Prov. Sulut|/Jumlah PNS yang 70 Orang 60.173.750
beserta | Sulut ima pakaian beserta perlengkapannya menerima pakaian
dinas dinas
Pengadaan Pakaian Khusus | Prov. [Jumlah PNS yang 80 Orang 80.209.386 Pengadaan Pakaian Khusus |Prov. Sulut{Jumlah PNS yang 80 Orang 80.209.386
hari tertentu Sulut |menerima Pakaian hari tertentu menerima Pakaian
Khusus hari tertentu Khusus hari tertentu
Program Peningkatan Meningkatnya kinerja Nilai 562.062.500| Program Peningkatan Meningkatnya kinerja Nilai 562.062.500
Kapasitas Sumber Daya publik Badan il Kapasitas Sumber Daya publik Badan| - Akuntabilitas
Aparatur Kepegawaian Daerah; | Kinerja BKD Aparatur Kepegawaian Daerah; | Kinerja BKD
Indeks Nilai LKIP rata-rata Indeks Nilai LKIP rata-rata
Badan Kepegawaian Minimum B Badan Kepegawaian Minimum B
Daerah rata-rata Daerah rata-rata
Pendidikan dan Pelatihan Prov. [Jumlah PNS yang 2PNS 156.797.318] Pendidikan dan Pelatihan Prov.  [Jumlah PNS yang 2PNS 156.797.318
Formal SulutLD |mengikuti Diklat Formal SulutLD |mengikuti Diklat
peraturan Prov Sulutf{Jumlah pelaksanaan 5 Kegiatan 132.404.484 Sosialisasi peraturan Prov Sulut [Jumlah pelaksanaan 5 Kegiatan 132.404.484
perundang-undangan kegiatan sosialisasi perundang-undangan kegiatan sosialisasi
Bimbingan teknis Prov. [Jumlah ASN yang 10 PNS 112.737.999 Bimbingan teknis Prov. [Jumlah ASN yang 10 PNS 112.737.999
impl i peraturan SulutlLD |mengikuti Bimtek i i peraturan SulutlLD [mengikuti Bimtek
perundang-undangan dangan
Pelatihan Kantor Sendiri Prov. [Jumlah pelaksanaan 10 Kegiatan 109.723.562 Pelatihan Kantor Sendiri Prov. Sulut|{Jumlah pelaksanaan 10 Kegiatan 109.723.562
Sulut  |pelatihan kepegawaian pelatihan kepegawaian
bagi PNS BKD bagi PNS BKD
Teknis Prov. [Jumlah ASN yang 2 PNS 18.181.627 Bimbingan Teknis Prov. [Jumlah ASN yang 2PNS 18.181.627
Pengadaan Barang/Jasa SulutLD [mengikuti Bimtek Pengadaan Barang/Jasa SulutLD |mengikuti Bimtek
Pemerintah Pemerintah
Workshop Kepegawaian Prov. [Jumlah pelaksanaan 2 Kegiatan 32.217.510} Workshop Kepegawaian Prov. Sulut|{Jumlah pelaksanaan 2 Kegiatan 32.217.510
Sulut  |workshop bagi PNS di \workshop bagi PNS di
lingkungan Pemerintah lingkungan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara
dan dan

39



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Program Peningkatan Meningkatnya kinerja Nilai 79.350.000} Program Peningkatan Meningkatnya kinerja Nilai 79.350.000
Pengembangan Sistem publik Badan| A il Pengembangan Sistem pelayanan publik Badan| - Akuntabilitas
Pelaporan Capaian Kinerja Kepegawaian Daerah; | Kinerja BKD Pelaporan Capaian Kinerja Kepegawaian Daerah; | Kinerja BKD
dan Keuangan Indeks Nilai LKIP rata-fata dan Keuangan Indeks Nilai LKIP rata-fata
Badan Kepegawaian Minimum B Badan Kepegawaian Minimum B
Daerah rata-rata Daerah rata-rata
Penyusunan Laporan Prov. [Jumlah laporan 3 Laporan 22.223.896| Penyusunan Laporan Prov. Sulut|Jumlah laporan 3 Laporan 22.223.896
Capaian Kinerja dan Ikhtisar | Sulut Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Prov.  |Jumlah laporan 1 laporan 13.914.936| Penyusunan Pelaporan Prov. Sulut|Jumlah laporan 1 laporan 13.914.936
Keuangan Sulut Keuangan
Penyusunan Pelaporan Prov.  [Jumlah laporan 3 Laporan 9.224.908 Penyusunan Pelaporan Prov. Sulut|Jumlah laporan 3 Laporan 9.224.908
Keuangan Akhir Tahun Sulut Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Prov. [Jumlah laporan 10 Laporan 33.986.260| Penyusunan Pelaporan Prov. Sulut|{Jumlah laporan 10 Laporan 33.986.260
Bulanan SKPD Sulut Bulanan SKPD
Program Peny kinerja Nilai 198.375.000| Program Penyelenggaraan Meningkatnya kinerja Nilai 198.375.000
Hari-Hari Besar pelayanan publik Badan| - Akuntabilitas Hari-Hari Besar pelayanan publik Badan| - Akuntabilitas
K jaerahan Daerah; | Kinerja BKD Kenegaraan/Kedaerahan Kepegawaian Daerah; | Kinerja BKD
Indeks Nilai LKIP rata-rata Indeks Nilai LKIP rata-rata
Badan Kepegawaian Minimum B Badan Kepegawaian Minimum B
Daerah rata-rata Daerah rata-rata
Minimum B Minimum B
Pelaksanaan Lomba PBB Prov. [Jumlah PNS yang 600 PNS 198.375.000} Pelaksanaan Lomba PBB  [Prov. Sulut{Jumlah PNS yang 600 PNS 198.375.000
(Peraturan Baris Berbaris) | Sulut |mendapatkan (Peraturan Baris Berbaris) mendapatkan
pembinaan Baris pembinaan Baris
Berbaris Berbaris
Program Perencanaan Meningkatnya kinerja Nilai 92.575.000 Program Perencanaan Meningkatnya kinerja Nilai 92.575.000
SKPD publik Badan il SKPD publik Badan| - Akuntabilitas
Kepegawaian Daerah; | Kinerja BKD Kepegawaian Daerah; | Kinerja BKD
Indeks Nilai LKIP rata-rata Indeks Nilai LKIP rata-rata
Badan Kepegawaian Minimum B Badan Kepegawaian Minimum B
Daerah rata-rata Daerah rata-rata
S S
Penyusunan Rencana Prov. [Jumlah dokumen 1 dokumen 23.000.000 Penyusunan Rencana Prov. Sulut|Jumlah dokumen 1 dokumen 23.000.000
Strategis SKPD Sulut  |Rencana Strategis BKD Strategis SKPD Rencana Strategis BKD
Penyusunan Rencana Kerja [ Prov. Jumlah dokumen 2 dokumen 46.575.000 Penyusunan Rencana Kerja [Prov. Sulut|Jumlah dokumen 2 dokumen 46.575.000
SKPD Sulut |Rencana Kerja BKD SKPD Rencana Kerja BKD
dan Perubahan dan Perubahan
Rencana Kerja BKD Rencana Kerja BKD
Penyusunan Rencana Kerja |  Prov.  [Jumlah dokumen RKA | 2 dokumen 23.000.000 Penyusunan Rencana Kerja [Prov. Sulut|Jumlah dokumen RKA | 2 dokumen 23.000.000
Anggaran Sulut |Tahun 2017 dan Anggaran Tahun 2017 dan
Perubahan RKA Tahun Perubahan RKA Tahun
2017 2017
Program Pembinaan Menguatnya persepsi, Nilai indeks 462.875.000 Program Pembinaan Menguatnya persepsi, Nilai indeks 462.875.000
i K jan dan kinerja Manajemen Kepegawaian pemahaman dan kinerja
Pengelola pengetahuan Pengelola| - manajemen
Kepegawaian Pemprov. - meningkat di Kepegawaian Pemprov. | meningkat di
Sulutdan atas 61 Sulutdan atas 61
Pemkab/Pemkot Pemkab/Pemkot
Konsolidasi Manajemen Prov Sulut|Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 144.538.064 Konsolidasi Manajemen Prov Sulut|Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 144.538.064
Kepegawaian Se Sulawesi &  [konsolidasi Kepegawaian Se Sulawesi &  |konsolidasi
Utara Kab/Kota Utara Kab/Kota
Diseminasi Hasil Prov. [Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 59.319.385 Diseminasi Hasil Prov. Sulut|{Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 59.319.385
Pembangunan Daerah Sulut  |diseminasi Pembangunan Daerah diseminasi
| [Bidang Kepegawaian Bidang Kepegawaian
Forum BKD Kab/Kota,|Jumlah pelaksanaan 6 Kegiatan 101.489.023 Forum BKD Kab/Kota, [Jumlah pelaksanaan 6 Kegiatan 101.489.023
PD Se- |kegiatan Forum BKD PD Se- |kegiatan Forum BKD
Prov. Prov. Sulut
Sulut
Survey Indeks Integritas Kab/Kota,|Jumlah laporan hasil 1 Kegiatan 91.652.319 Surey Indeks Integritas Kab/Kota, [Jumlah laporan hasil 1 Kegiatan 91.652.319
Pelayanan Kepegawaian PD Se- |suney Pelayanan Kepegawaian PD Se- [survey
Prov. Prov. Sulut
Sulut
Monitoring dan Evaluasi Prov Sulut{Jumlah laporan hasil 2 Laporan 65.876.209 Monitoring dan Evaluasi Prov Sulut [Jumlah laporan hasil 2 Laporan 65.876.209
Kinerja Pelayanan &  |monitoring dan evaluasi Kinerja Pelayanan & monitoring dan evaluasi
| [Kepegawaian Kab/Kota Kepegawaian Kab/Kota
Program Pengembangan Meningkatnya kualitas Nilai indeks 2.563.526.295 Program Pengembangan Meningkatnya kualitas Nilai indeks 2.563.526.295
| Aparatur [ASN melalui pendidikan integritas Aparatur [ASN melalui pendidikan integritas
formal, kedinasan dan pelayanan formal, kedinasan dan pelayanan
ke-Diklat-an publik dan ke-Diklat-an publik dan
kepuasan kepuasan
masyarakat rata masyarakat rata
Pengembangan Pendidikan LD  [Jumlah ASN yang 29 ASN 1.414.500.000 Pengembangan Pendidikan LD  [Jumlah ASN yang 29 ASN 1.414.500.000
Formal Aparatur Sipil mendapatkan Formal Aparatur Sipil mendapatkan
Negara beasiswa Tugas Negara beasiswa Tugas
Belajar dan Pendidikan Belajar dan Pendidikan
Seleksi Peserta Diklat Prov. [Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 18.754.200 Seleksi Peserta Diklat Prov. Sulut|{Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 18.754.200
Prajabatan, Kepemimpinan, | Sulut [kegiatan seleksi Diklat Prajabatan, Kepemimpinan, kegiatan seleksi Diklat
Teknis, Fungsional dan dan Pendidikan Kader Teknis, Fungsional dan dan Pendidikan Kader
Pendidikan Kader Pendidikan Kader
Seleksi Tugas Belajar dan Prov.  [Jumlah pelaksanaan 2 Kegiatan 33.592.650 Seleksi Tugas Belajar dan ~ [Prov. Sulut|Jumlah pelaksanaan 2 Kegiatan 33.592.650
ljin Belajar Sulut  |kegiatan seleksi Tugas ljin Belajar kegiatan seleksi Tugas
Belajar dan ljin Belajar Belajar dan ljin Belajar
Monitoring terhadap PNS Prov.  [Jumlah pelaksanaan 6 Kegiatan 41.827.800| Monitoring terhadap PNS  [Prov. Sulut|Jumlah pelaksanaan 6 Kegiatan 41.827.800
Tugas Belajar dan Sulut  [monitoring Tugas Belajar dan monitoring
Praja/Taruna Sekolah Praja/Taruna Sekolah
Kedinasan Kedinasan
Assessment Kompetensi Prov. |Jumlah pelaksanaan 1 kegiatan 310.756.910 Assessment Kompetensi | Prov. Sulut|Jumlah pelaksanaan 1 kegiatan 310.756.910
Pegawai ASN Sulut  |kegiatan assessment Pegawai ASN kegiatan assessment
Penilaian Calon Pejabat Prov. [Jumlah pelaksanaan 4 Kegiatan 34.849.715 Penilaian Calon Pejabat Prov. Sulut{Jumlah pelaksanaan 4 Kegiatan 34.849.715
Pimpinan Tinggi Kabupaten | Sulut [koordinasi penilaian Pimpinan Tinggi Kabupaten koordinasi penilaian
dan Kota JPT Pratama dan Kota JPT Pratama
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Mutasi Jabatan Pimpinan Prov.  [Jumlah pelaksanaan 4 Kegiatan 539.925.000 Mutasi Jabatan Pimpinan  [Prov. Sulut|Jumlah pelaksanaan 4 Kegiatan 539.925.000
Tinggi, Administrator dan Sulut  [seleksi/mutasi JPT, Tinggi, Administrator dan seleksi/mutasi JPT,
Pengawas Administrator dan Pengawas Administrator dan
Pengawas Pengawas
Pengelolaan Pengangkatan | Prov. [Jumlah pelaksanaan 4 Kegiatan 71.026.070} Pengelolaan Pengangkatan [Prov. Sulut|Jumlah pelaksanaan 4 Kegiatan 71.026.070
dan Perberhentian serta Sulut  |kegiatan pengelolaan dan Perberhentian serta kegiatan pengelolaan
Kenaikan Jabatan JFT Kenaikan Jabatan JFT
Fungsional Tertentu Fungsional Tertentu
Pelaksanaan Sertifikasi Prov. [Jumlah pelaksanaan 4 Kegiatan 28.776.450 Pelaksanaan Sertifikasi Prov. Sulut|{Jumlah pelaksanaan 4 Kegiatan 28.776.450
Kompetensi Jabatan Sulut [fasilitasi sertifikasi Kompetensi Jabatan fasilitasi sertifikasi
Fungsional Tertentu kompetensi JFT Fi Tertentu kompetensi JFT
Pelaksanaan Fasilitasi Prov. [Jumlah Pegawai ASN 1 Orang 69.517.500} Pelaksanaan Fasilitasi Prov. Sulut|Jumlah Pegawai ASN 1 Orang 69.517.500
Peserta Diklat Sulut  |yang difasilitasi untuk Peserta Diklat yang difasilitasi untuk
Kepemimpinan | dan i Diklat PIM I Kepemimpinan | dan i Diklat PIMI
| [Kepemimpinan Diklat I dan PIMII Kepemimpinan Diklat Il dan PIMII
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Program Pengelolaan Meningkatnya kinerja Nilai indeks 661.249.999) Program Pengelolaan Meningkatnya kinerja Nilai indeks 661.249.999
Mutasi dan Status pelayanan administrasi | integritas Mutasi dan Status pelayanan administrasi | integritas
Kepegawaian | i pel Kepegawaian kepegawaian pelayanan
publik dan publik dan
kepuasan kepuasan
masyarakat rata: masyarakat rata:
Pengelolaan Kenaikan Prov.  [Jumlah dokumen yang | 4000 Dokumen 273.517.435 Pengelolaan Kenaikan Prov.  |Jumlah dokumen yang | 4000 Dokumen 273.517.435
Pangkat Sulut/Kab{dapat diproses untuk Pangkat Sulut/Kab- |dapat diproses untuk
Kota/LD [kenaikan pangkat Kota/LD _|kenaikan pangkat
Pelaksanaan Ujian Dinas Prov.  |Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 48.336.666 Pelaksanaan Ujian Dinas  [Prov. Sulut|Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 48.336.666
dan Ujian Kenaikan Pangkat| Sulut ~[Ujian Dinas dan Ujian dan Ujian Kenaikan Pangkat Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian jazah Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljazah Penyesuaian ljazah
Pemrosesan Pensiun Prov. [Jumlah dokumenyang | 4 Kegiatan 158.486.738| Pemrosesan Pensiun Prov. |Jumlah dokumenyang | 4 Kegiatan 158.486.738
Sulut/LD |dapat diproses untuk SulutLD |dapat diproses untuk
pensiun pensiun
Pembekalan bagi Pegawai Prov.  [Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 20.296.527 Pembekalan bagi Pegawai  [Prov. Sulut|Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 20.296.527
[ASN Memasuki Purna Sulut  [pembekalan bagi PNS ASN Memasuki Puna pembekalan bagi PNS
| |Tugas memasuki BUP Tugas memasuki BUP
Pemrosesan Status Prov.  [Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 6.882.670| Pemrosesan Status Prov. Sulut|Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 6.882.670
Pegawai ASN Sulut  |kegiatan pemrosesan Pegawai ASN kegiatan pemrosesan
status Pegawai ASN status Pegawai ASN
Penilaian Kompetensi PNS | Prov.  [Jumlah pelaksanaan 4 Kegiatan 44.746.941 Penilaian Kompetensi PNS  [Prov. Sulut|Jumlah pelaksanaan 4 Kegiatan 44.746.941
Pindah-Masuk Pemprov. Sulut  |penilaian Kompetensi Pindah-Masuk Pemprov. penilaian Kompetensi
Sulut PNS pindah masuk Sulut PNS pindah masuk
Pemprov Sulut Pemprov Sulut
Pengelolaan Cuti, Prov.  [Jumlah dokumen 500 Dokumen 108.983.022| Pengelolaan Cuti, Prov. Sulut|/Jumlah dokumen 500 Dokumen 108.983.022
Pemindahan dan Sulut  |usulan cuti dan pindah Pemindahan dan usulan cuti dan pindah
Penempatan Pegawai ASN yang dapat diproses Penempatan Pegawai ASN yang dapat diproses
Program Pembinaan Terbinanya kinerja, Nilai indeks 491.520.218, Program Pembinaan Terbinanya kinerja, Nilai indeks 491.520.218
| Aparatur integritas dan disiplin integritas Aparatur integritas dan disiplin integritas
ASN pelayanan ASN pelayanan
publik dan publik dan
kepuasan kepuasan
masyarakat rata: masyarakat rata:
Penilaian Kinerja dan Prov.  [Jumlah pelaksanaan 12 Bulan 239.105.620 Penilaian Kinerja dan Prov. Sulut|Jumlah pelaksanaan 12 Bulan 239.105.620
Disiplin Pegawai ASN Sulut  |penilaian kinerja dan Disiplin Pegawai ASN penilaian kinerja dan
verifikasi kehadiran verifikasi kehadiran
Pemrosesan Kasus Prov.  |Jumlah kasus 5 Kasus 42.005.774 Pemrosesan Kasus Prov. Sulut|Jumlah kasus 5 Kasus 42.005.774
Pelanggaran Disiplin Sulut |pelanggaran disiplin Pelanggaran Disiplin pelanggaran disiplin
ASN yang diproses ASN yang diproses
Inspeksi Disiplin dan Prov. |Jumlah kegiatan Sidak | 24 Kegiatan 170.602.500 Inspeksi Disiplin dan Prov.  [Jumlah kegiatan Sidak | 24 Kegiatan 170.602.500
Kehadiran Pegawai ASN | SulutiKaby Kehadiran Pegawai ASN | SulutKab-
Kota/LD Kota/LD
Pelaksanaan Apel Kerja Prov. |Jumlah pelaksanaan 11 Kegiatan 39.806.324 Pelaksanaan Apel Kerjia  [Prov. Sulut|Jumlah pelaksanaan 11 Kegiatan 39.806.324
Sulut _|apel kerja apel kerja
Disiplin Pegawai Secara Prov. [Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000 Disiplin Pegawai Secara  |Prov. Sulut|Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000
Elektronik (e-discipline) Sulut |pembangunan e- Elektronik (e-discipline) pembangunan e-
Pelaksanaan Penyidik PNS | Prov. [Jumlah Pelaksanaan 4 Kegiatan 100.000.000} Pelaksanaan Penyidik PNS [Prov. Sulut|Jumlah Pelaksanaan 4 Kegiatan 100.000.000
(PPNS) di seluruh Sulut  |Fasilitasi Kegiatan (PPNS) di seluruh Fasilitasi Kegiatan
Perangkat Daerah Pemprov. PPNS Perangkat Daerah Pemprov. PPNS
Program Pembinaan, Meningkatnya kualitas Nilai indeks 170.434.216 Program Pembinaan, Meningkatnya kualitas Nilai indeks 170.434.216
Fasilitasi Profesi dan pelayanan terhadap kepuasan rata- Fasilitasi Profesi dan pelayanan terhadap kepuasan rata-
Penguatan Kelembagaan anggota KORPRI rata 81 Penguatan Kelembagaan anggota KORPRI rata 81
KORPRI KORPRI
Penyediaan Kebutuhan Prov. |Ketersediaan 1 Kegiatan 14.666.808| Penyediaan Kebutuhan Prov. Sulut|Ketersediaan 1 Kegiatan 14.666.808
Administrasi Sekretariat Sulut  [kebutuhan adminstrasi Administrasi Sekretariat kebutuhan adminstrasi
Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat DP KORPRI Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat DP KORPRI
Sulut Sulut
Pelayanan Konsultasi Prov. [Jumlah kegiatan 12 Bulan 31.052.544 Pelayanan Konsultasi Prov. Sulut|Jumlah kegiatan 12 Bulan 31.052.544
Bantuan Hukum Anggota Sulut  [pelayanan konsultasi Bantuan Hukum Anggota pelayanan konsultasi
KORPRI dan bantuan hukum KORPRI dan bantuan hukum
Pelaksanaan Lomba Prov.  [Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 34.762.873 Pelaksanaan Lomba Prov. Sulut{Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 34.762.873
Olahraga/POR di Sulut  |lomba olahraga/POR di Olahraga/POR di lomba olahraga/POR di
Li KORPRI lingkungan KORPRI Lingkungan KORPRI lingkungan KORPRI
Pelaksanaan Lomba Seni Prov. |Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 9.951.991 Pelaksanaan Lomba Seni  [Prov. Sulut|Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 9.951.991
dan Budaya di Lingkungan Sulut  |lomba seni dan budaya dan Budaya di Lingkungan lomba seni dan budaya
KORPRI di lingkungan KORPRI KORPRI di lingkungan KORPRI
Pelaksanaan PORSENI, Prov.  |Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 80.000.000 Pelaksanaan PORSENI, Prov.  |Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 80.000.000
MTQ, lomba kesenian dan | SulutKab{PORSENI, MTQ, lomba MTQ, lomba kesenian dan ~ [SulutKab-|PORSENI, MTQ, lomba
Budaya dan Kegiatan Kota/LD [kesenian dan budaya Budaya dan Kegiatan Kota/LD |kesenian dan budaya
Keagamaan dan kegiatan Keagamaan dan kegiatan
K K
Pembinaan Mental dan Prov. |Jumlah kegiatan 12 kegiatan 400.000.000 Pembinaan Mental dan Prov. Sulut|Jumlah kegiatan 12 kegiatan 400.000.000
karakter anggota KORPRI Sulut  [pembinaan mental dan karakter anggota KORPRI pembinaan mental dan
karakter anggota karakter anggota
KORPRI KORPRI
Pembekalan dan Pelatihan Prov. [Jumlah kegiatan 4 Kegiatan 100.000.000} Pembekalan dan Pelatihan |Prov. Sulut|Jumlah kegiatan 4 Kegiatan 100.000.000
Kewirausahaan Bagi ASN Sulut dan Kewirausahaan Bagi ASN dan
yang akan Pensiun pelathan yang akan Pensiun pelathan
Program P kinerja Nilai indeks 357.522.875 Program Pengembangan Meningkatnya kinerja Nilai indeks 357.522.875
Kesejahteraan Pegawai pelayanan administrasi | integritas Kesejahteraan Pegawai pelayanan administrasi | integritas
I i pelay kepegawaian pelayanan
publik dan publik dan
kepuasan kepuasan
masyarakat rata: masyarakat rata:
rata 81 rata 81
Seleksi Pegawai ASN Prov Sulutf{Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 264.095.047| Seleksi Pegawai ASN Prov Sulut [Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 264.095.047
Teladan &  [seleksi ASN Teladan Teladan & seleksi ASN Teladan
Kab/Kota Kab/Kota
Pelaksanaan Sumpah/Janji | Prov. [Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 15.845.120] Pelaksanaan Sumpah/Janji [Prov. Sulut|Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 15.845.120
PNS Sulut  |pengambilan Sumpah/ PNS pengambilan Sumpah/
Janji PNS Janji PNS
Pemrosesan Pemberian Prov.  [Jumlah pelaksanaan 2 Kegiatan 71.582.708 Pemrosesan Pemberian Prov. |Jumlah pelaksanaan 2 Kegiatan 71.582.708
Penghargaan Satyal Sulut’LD untuk Penghargaan Satyalancana | SulutLD [pemberkasan untuk
Karya Satya Karya Satya i
penghargaan penghargaan
Karya Karya
Satya Satya
Pemberian penghargaan Prov.  [Jumlah kegiatan 2 Kegiatan 50.000.000 Pemberian penghargaan  |Prov. Sulut|Jumlah kegiatan 2 Kegiatan 50.000.000
bagi ASN yang memasuki Sulut  [fasilitasi pemberian bagi ASN yang memasuki fasilitasi pemberian
masa puma bhakti pemghargaan bagi ASN masa purna bhakti pemnghargaan bagi ASN
memasuki masa Purna memasuki masa Purna
Bhakii Bhakii
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Program Pengembangan Meningkatnya kinerja Nilai indeks | 1.016.641.509 Program Pengembangan Meningkatnya kinerja Nilai indeks 1.016.641.509
Data dan Sistem Informasi pelayanan administrasi | integritas Data dan Sistem Informasi pel Iministrasi | integritas
Kepegawaian kepegawai pelay Kepegawaian ey pelayanan
publik dan publik dan
kepuasan kepuasan
masyarakat rata masyarakat rata:
rata 81 rata 81
Pengembangan Sistem Prov. |Jumlah Sistem yang 1 Aplikasi 291.391.384 Pengembangan Sistem Prov.  [Jumlah Sistem yang 1 Aplikasi 291.391.384
Informasi ASN Terintegrasi | SulutlLD |dapat Informasi ASN Terintegrasi | SulutLD  |dapat
dibangun/dimutakhirka dibangun/dimutakhirka
n n
Pengembangan Sistem Prov. |Jumlah kegiatan 12 Bulan 388.298.059 Pengembangan Sistem  |Prov. Sulut{Jumlah kegiatan 12 Bulan 388.298.059
Informasi Kepegawaian Sulut  [pengembangan dan Informasi Kepegawaian pengembangan dan
Daerah pemutakhiran SIMPEG Daerah pemutakhiran SIMPEG
Pengelolaan Absensi Online| Prov. |Jumlah kegiatan 12 Bulan 47.599.228 Pengelolaan Absensi Online |Prov. Sulut{Jumlah kegiatan 12 Bulan 47.599.228
Sulut  |pengelolaan sistem pengelolaan sistem
absensi online PNS di absensi online PNS di
seluruh SKPD seluruh SKPD
Pengelolaan Arsip Manual | Prov. Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 33.960.998 Pengelolaan Arsip Manual ~ [Prov. Sulut{Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 33.960.998
dan Digital Kepegawaian Sulut ~ |dok i berkas dan Digital Kepegawaian fok i berkas
data digital dan manual data digital dan manual
PNS Pemprov. Sulut PNS Pemprov. Sulut
tahunan tahunan
Rekonsiliasi Data Prov.  |Jumlah laporan 4 Laporan 255.391.840 Rekonsiliasi Data Prov.  [Jumlah laporan 4 Laporan 255,391,840
Kepegawaian SulutlLD {rekonsiliasi Kepegawaian SulutlLD {rekonsiliasi
Program Perencanaan dan Meningkatnya kualitas | Nilai indeks | 1.022.742.539) Program Perencanaan dan Meningkatnya kualitas | Nilai indeks 1.022.742.539
Pengadaan Aparatur pengkajian dan integritas Pengadaan Aparatur pengkajian dan integritas
perencanaan pelayanan p pelayanan
pengadaan ASN publik dan pengadaan ASN publik dan
kepuasan kepuasan
masyarakat rata masyarakat rata:
Kajian Kebijakan, Telaahan |Prov Sulut|Jumlah naskah kajian 5 Kajian 49.400.965 Kajian Kebijakan, Telaahan |Prov Sulut [Jumlah naskah kajian 5 Kajian 49.400.965
dan Peraturan Bidang dan Peraturan Bidang
Kepegawaian Kepegawaian
Penyusunan Pola Karir Prov. |Jumlah kegiatan 1 Dokumen 88.638.560 Penyusunan Pola Karir Prov.  [Jumlah kegiatan 1 Dokumen 88.638.560
Pegawai ASN Sulut/LD [penyediaan informasi Pegawai ASN SulutLD [penyediaan informasi
pola karir usia produkf pola karir usia produkif
ASN Pemprov. Sulut ASN Pemprov. Sulut
Penyusunan Rencana Prov.  [Jumlah dokumen 1 Dokumen 42.670.641 Penyusunan Rencana Prov.  [Jumlah dokumen 1 Dokumen 42.670.641
Pengembangan Kompetensi | SulutlLD |rencana Pengembangan Kompetensi  SulutLD |rencana
ASN Tahunan ASN Tahunan
Pengembangan Materi/Soal | Prov. [Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 46.549.791 Pengembangan Materi/Soal [Prov. Sulut{Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 46.549.791
CAT Sulut  |penyediaan materi/soal CAT penyedi il
CAT yang terkini dan CAT yang terkini dan
Penyusunan Formasi Prov.  {Jumlah dokumen 1 Dokumen 223.535.973 Penyusunan Formasi Prov.  [Jumlah dokumen 1 Dokumen 223535.973
Pegawai ASN Sulut/LD [formasi Pegawai ASN Pegawai ASN Sulut/LD [formasi Pegawai ASN
Penerimaan Calon Pegawai | Prov. |Jumlah pelaksanaan 2 Kegiatan 93.584.475 Penerimaan Calon Pegawai | Prov.  [Jumlah pelaksanaan 2 Kegiatan 93.584.475
ASN Sulut/LD [penerimaan Calon PNS ASN SulutlLD [p Calon PNS
dan Calon P3K/THL dan Calon P3K/THL
Diseminasi Prov Sulut{Jumlah pelaksanaan 30.931.366 Diseminasi Prov Sulut [Jumlah pelaksanaan 1Kegiatan 30.931.366
Pendidikan/Sekolah &  (diseminasi pendidikan/ |1 Kegiatan Pendidikan/Sekolah & |di i pendidikan/
Kedinasan Kab/Kota |sekolah kedinasan Kedinasan Kab/Kota |sekolah kedinasan
Pelaksanaan Penerimaan Prov.  [Jumlah pelaksanaan 342.334.918 Pelaksanaan Penerimaan Prov. |Jumlah pelaksanaan 4 Kegiatan 342.334.918
Praja/Taruna Sekolah SulutiLD [penerimaan Praja/ 1 Kediatan Praja/Taruna Sekolah SulutLD  fp Prajal
Kedinasan utusan Sulawesi Taruna Sekolah Y Kedinasan utusan Sulawesi Taruna Sekolah
Utara Kedinasan Utara Kedinasan
Pelaksanaan Orientasi bagi | Prov. |Jumlah kegiatan 105.095.850 Pelaksanaan Orientasi bagi |Prov. Sulut{Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 105.095.850
Pegawai Pemerintah dengan| Sulut ~ [orientasi bagi THLIP3K |1 Kegiatan Pegawai Pemerintah dengan orientasi bagi THL/P3K
Perjanjian Kerja (P3K) Perjanjian Kerja (P3K)

MASYARAKAT
Pada sosialisasi kegiatan One Agency One Innovation (Satu Instansi

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Satu Inovasi) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang dihadiri oleh para
pemangku kepentingan, ada satu kegiatan yang diusulkan dan dilakukan
analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dan selanjutnya
dijabarkan menjadi suatu kegiatan, yaitu kegiatan Pengembangan Inovasi

Pelayanan Publik
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BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam
alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai hal itu, diperlukan ASN
yang profesional, berintegritas, serta berdedikasi dalam melaksanakan tugas
pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat
menjalankan tugas-tugas tersebut, maka seorang pegawai ASN haruslah
memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada system merit
atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang
dibutuhkan serta selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks demikian, maka Badan Kepegawaian Daerah sebagai
salah satu institusi pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan ASN
sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan melalui Peningkatan
Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah yang terdapat dalam
urusan wajib. Untuk menunjang program tersebut, BKD Provinsi Sulawesi
Utara memberikan kesempatan bagi semua PNS untuk mengembangkan diri
dan kompetensi yang dimiliki melalui kegiatan-kegiatan kediklatan baik Diklat
Teknis maupun Diklat Fungsional. Selain kesempatan untuk mengikuti
pendidikan formal berupa pemberian ijin belajar maupun tugas belajar baik di

dalam maupun di luar negeri.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan
merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil
akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus
dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-
unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus

terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran
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yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran
dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran.
Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis
organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi
sumber daya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat
spesifik, terinci dan dapat diukur.

Untuk itu, disusun visi dan misi BKD yang akan dicapai melalui
pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan
pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan
dengan RPIJMD 2016 - 2021. Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Utara yang diselaraskan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Utara adalah :

“TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA YANG BERDIKARI DALAM
EKONOMI, BERDAULAT DALAM POLITIK, SERTA BERKEPRIBADIAN
DALAM BUDAYA MELALUI PENYELENGGARAAN MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan
nyata yang dijabarkan dalam Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Utara yang diadopsi dari Misi Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Utara adalah penjabaran Misi ke 7 (Tujuh) yaitu:

“"MEWUJUDKAN SULAWESI UTARA YANG BERKEPRIBADIAN
MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.”

Berkaitan dengan hal tersebut, misi ini berupaya untuk memastikan
adanya peningkatan pembangunan politik dan pemerintahan yang memiliki
integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang
bertanggungjawab. Selain itu juga, kualitas tata kelola pemerintahan
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung
keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing. Adapun, langkah
strategis yang dilakukan BKD Provinsi Sulawesi Utara untuk mewujudkan misi

tersebut adalah:
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5.

Mengoptimalkan Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara.

Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen
kepegawaian.

Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan disiplin serta
meningkatkan kesejahteraan pegawai ASN.

Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian secara efektif
dan efisien.

Mewujudkan dan meningkatkan kompetensi dan skill ASN.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui Rencana Kerja

BKD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, sebagai berikut :

Tujuan :
Mewujudkan tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kapasitas,

kapabilitas, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung terciptanya

Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Sasaran :

1.

Mewujudkan kualitas perencanaan pegawai khususnya penyusunan
formasi yang rasional;

Mewujudkan penerimaan penerimaan praja/taruna sekolah
kedinasan yang berkualitas;

Mewujudkan pengelolaan penempatan dan pemindahan ASN yang
sesuai kompetensi dan kebutuhan organisiasi;

Terlaksananya sistem pengelolaan penempatan dan pemindahan
ASN yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi;
Mewujudkan pengolahan pemberhentian dan status ASN yang
optimal;

Mewujudkan pengelolaan kenaikan pangkat otomatis secara
paperless;

Mewujudkan pelayanan adminsitrasi kepegawaian yang berkualitas
melalui SIMPEG online,

Mewujudkan pengawasan secara optimal dan komprehensif e-
absensi online,

Mewujudkan penilaian kinerja ASN yang optimal melalui e-

performance;
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10. Mewujudkan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian
melalui pembinaan dan penegakkan disiplin ASN;
11. Mewujudkan sistem pembinaan manajemen kepegawaian yang
optimal;
12. Mewujudkan peningkatan profesionalisme sumberdaya ASN melalui
pendidikan dan pelatihan yang berbasis keterampilan atai keahlian;
13. Mewujudkan peningkatan etos kerja dan karir ASN melalui
pembinaan karier dalam jabatan struktural dan fungsional;
14. Mewujudkan kesejahteraan ASN berdasarkan kinerja, masa kerja
dan kompetisi;
15. Terlaksananya koordinasi perencanaan program yang efektif;
16. Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal;
17. Mewujudkan penyediaan layanan informasi yang berkualitas;
18. Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana
dan prasarana di BKD Provinsi Sulawesi Utara.
Selain itu penyusunan Rencana Kerja juga diharapkan mampu
menjawab isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi yang sampai saat ini belum dapat

dilaksanakan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna

mencapai sasaran tertentu adapaun dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan menyediakan kebutuhan dalam meningkatkan
pelayanan administrasi perkantoran dalam lingkup internal dan pelayanan
birokrasi serta fungsi koordinasi pada Badan Kepegawaian Daerah, yang
terdiri atas:

a. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum;

b. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian;

c. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan;

d. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa;

47



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

e. Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran yang representatif. Adapun program ini dijabarkan dalam
beberapa kegiatan, yaitu :
. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

a
b. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor;

(@]

. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor;

o

. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor;

D

. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan
aparatur sipil negara terhadap peraturan yang berlaku. Sasaran kegiatan ini
adalah PNS di lingkungan BKD Provinsi Sulawesi Utara dalam hal disiplin dari
segi kehadiran dan penggunaan pakaian dinas sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan
Pemerintah Daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Pengadaan Mesin/kartu absensi;

b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas
Aparatur Sipil Negara yang diimplementasikan melalui pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan
perundang-undangan, pelatihan kantor sendiri dan workshop kepegawaian.
Adapun output yang diharapkan dapat tercapai adalah tersedianya PNS yang
memiliki kompetensi, profesional dan berintegritas. Program ini terdiri dari:

a. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan;

b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;

c. Pelatihan Kantor Sendiri;

d. Workshop Kepegawaian.
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5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk  meningkatkan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada BKD Provinsi Sulawesi
Utara. Diharapkan melalui program ini, maka sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan BKD Provinsi Sulawesi Utara lebih baik sehingga dapat
menunjang pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI.
Selain itu, program ini dapat menjadi cermin untuk merefleksikan pencapaian
kinerja lewat indikator penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan —
kegiatan yang terdapat dalam DPA Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi
dalam penyusunan perencanaan yang akan datang. Adapun kegiatan yang
menunjang pelaksanaan kegiatan ini adalah :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD;
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

d. Penyusunan Pelaporan Bulanan SKPD.

6. Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/

Kedaerahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan
patriotisme bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga memiliki komitmen untuk
melawan segala bentuk praktik KKN dalam pelaksanaan Tugas sebagai
Aparatur Sipil Negara. Program ini dijabarkan dalam suatu kegiatan Lomba
Peraturan Baris Berbaris yang bertujuan untuk membentuk sikap, disiplin,
serta kebersamaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai
Abdi Negara.

7. Program Perencanaan SKPD

Perencanaan merupakan penentuan pilihan berdasarkan pertimbangan
fakta yang ada untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil dari
perencanaan ini yang menjadi panduan dan patokan dalam pelaksanaan
kegiatan. Program ini lebih diarahkan untuk menyusun rencana strategis,
rencana kerja dan rencana kerja dan anggaran BKD Provinsi Sulawesi Utara

dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan tersebut. Oleh karena itu,
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program ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 25
tahun 2004. Adapun program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:
a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

8. Program Pembinaan Manajemen Kepegawaian

Program ini bertujuan mensinergikan persepsi manajemen kepegawaian,
pengendalian kinerja pelayanan kepegawaian, dan penyebarluasan hasil-hasil
dan pencetusan inovasi-inovasi di bidang kepegawaian. Untuk mencapai
tujuan program ini, maka terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan
yaitu:

a. Konsolidasi Manajemen Kepegawaian Se-Sulawesi Utara;

b. Diseminasi Hasil Pembangunan Daerah Bidang Kepegawaian;

c. Forum BKD;

d. Survey Pelayanan Kepegawaian;

9. Program Pengembangan Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PNS dengan sistem
rekrutmen yang sistematis, terstruktur serta adanya upaya pengembangan
karier PNS melalui pendidikan dan pelatihan dari pembinaan pola karier PNS
yang berbasis kompetensi. Pelaksanaan program ini terbagi dalam beberapa
kegiatan, yaitu :

. Pengembangan Pendidikan Formal Aparatur Sipil Negara;

o Q

. Pengembangan Inovasi Aparatur;
Assesment Kompetensi pegawai ASN;
. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;

. Mutasi Jabatan Administrasi;

Pelantikan dan serah terima jabatan;

@ ™ o a o

. Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta kenaikan Jabatan
Fungsional Tertentu;

h. Peningkatan Kompetensi kepemimpinan Pegawai ASN;

i. Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Teknis, Fungsional, dan

Manajerial Pegawai ASN;
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10. Program Pengelolaan Mutasi dan Status Kepegawaian
Program ini bertujuan untuk memberikan pelayananan administrasi

terkait kenaikan pangkat, pemindahan, pensiun dan status PNS. Adapun
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai program ini adalah :

a. Pengelolaan Kenaikan Pangkat;

b. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
Ijazah;
Pemrosesan Pensiun;
. Pembekalan Bagi Pegawai ASN memasuki Purna Tugas;

. Pemrosesan Status Pegawai ASN;

S a0

Penilaian Kompetensi PNS Pindah-Masuk Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara;

g. Pengelolaan Cuti, Pemindahan dan Penempatan Pegawai ASN.

11. Program Pembinaan Aparatur
Program ini merupakan perwujudan dari fungsi BKD Provinsi Sulawesi

Utara untuk menyelenggarakan pola pembinaan ASN vyang bersifat
pencegahan dan penindakan dengan dititik beratkan pada sistem pencegahan
(preventif). Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh ASN yang
berintegritas, beretika dan profesional dengan mengedepankan pada
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan program ini terbagi dalam beberapa kegiatan, yaitu :

a. Penilaian Kinerja dan Disiplin Pegawai ASN;

b. Pemrosesan Kasus Pelanggaran Disiplin;

c. Inspeksi Disiplin dan Kehadiran Pegawai ASN;

d. Pembinaan dan Pengembangan karakter dan mental ASN;

12. Program Pembinaan, Fasilitasi Profesi dan Penguatan
Kelembagaan KORPRI
Program ini bertujuan untuk memberikan berbagai fasilitasi dan
bantuan bagi seluruh ASN yang adalah anggota Koprs Pegawai Republik
Indonesia. Selain itu program ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan

prestasi dan potensi ASN Pemprov. Sulut dalam bidang olahraga dan
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kesenian yang dimplementasikan dalam berbagai kegiatan lomba. Adapun
berbagai kegiatan dalam program ini, antara lain:
a. Pelaksanaan PORSENI, MTQ, Lomba Kesenian dan Budaya dan
Kegiatan Keagamaan;
b. Penyediaan Kebutuhan administrasi Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI;
c. Pelayanan Konsultasi Bantuan Hukum Anggota KORPRI;
d. Pelaksanaan Lomba Olahraga/POR serta Seni dan Budaya di
Lingkungan KORPRI.

13. Program Pengembangan Kesejahteraan Pegawai
Program ini menjadi salah satu program yang mendukung sasaran

strategis BKD Provinsi Sulawesi Utara yaitu memberikan kemudahan bagi
para PNS untuk memperoleh pelayanan jasa jaminan kesehatan, tabungan
pensiun/jaminan hari tua, dan tabungan perumahan untuk PNS di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu juga memberikan
penghargaan kepada PNS vyang berprestasi/teladan sesuai kapasitas,
kompetensi, dan kemampuan personal. Adapun kegiatan yang idilaksanakan
untuk menunjang program ini adalah :

a. Seleksi pegawai ASN teladan;

b. Pelaksanaan sumpah/janji PNS;

c. Pemrosesan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya.

14. Program Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian
Program ini bertujuan untuk menciptakan sistem data

kepegawaian yang mutakhir dengan memanfaatkan perkembangan informasi
dan teknologi saat ini. Melalui penerapan sistem informasi kepegawaian,
maka diharapkan dapat mewujudkan suatu sistem kepegawaian yang
berbasis teknologi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai
tujuan pelaksanaan program ini adalah :

a. Pengembangan Sistem Informasi ASN Terintegrasi;

b. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;

c. Pengelolaan Absensi Online;

d. Pengelolaan Arsip Manual dan Digital Kepegawaian;

e. Rekonsiliasi Data Kepegawaian;
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15. Program Perencanaan dan Pengadaan Aparatur

Program ini bertujuan untuk melakukan pengkajian terhadap berbagai
kebijakan, telaahan maupun peraturan tentang kepegawaian. Selain itu juga
program ini memfasilitasi berbagai penerimaan baik Calon ASN, Praja IPDN,
maupun Taruna Sekolah Kedinasan. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan
untuk menunjang program ini adalah :

Kajian Kebijakan, Telaahan dan Peraturan Bidang Kepegawaian;

o

Penyusunan pola karier pegawai ASN;

Penyusunan standar penilaian kinerja ASN berbasis Jabatan dan IT;
Penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN Tahunan;
Penyusunan formasi pegawai ASN;

Penerimaan calon pegawai ASN;

Diseminasi pendidikan/sekolah kedinasan;

e ™o a0

Pelaksanaan penerimaan Praja/Taruna sekolah kedinasan utusan

Sulawesi Utara;

i. Pelaksanaan orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja (P3K) dan Tenaga Kerja Harian Lepas/Tenaga Kontrak.

j. Pengembangan Manajemen ASN berbasis Meritrokasi (Merit

System)

Dari 15 Program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana
Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, ada
kegitan yang menjadi prioritas, yaitu Kegiatan Inspeksi Disiplin dan Kehadiran
PNS. Kegiatan ini menjadi kegiatan prioritas dalam rangka tercapainya visi
Gubernur Sulawesi Utara, diperlukan support dari seluruh PNS dilingkungan
Provinsi Sulawesi Utara sehingga BKD harus memastikan seluruh PNS untuk
dapat menaati segala ketentuan yang berlaku dalam hal kedisiplinan dan

kehadiran.
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BAB IV
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan berdasarkan tugas pokok dan
fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja,
pencapaian Renstra, dan visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara yang
tertuang dalam RPJIMD.

Dalam Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2020 terdapat 15 Program dan 70 kegiatan, baik program utama yang
merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan
misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan
pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang
mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran.
Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan
indikator kinerja kegiatan.

Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung
pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam Renja
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi

Sulawesi Utara.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara
tahun 2020 sebagai rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya
disusun untuk mewujudkan program strategis Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021 seperti yang tertuang dalam
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Oleh
karena itu, untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah
direncanakan, diperlukan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Utara dalam bentuk anggaran maupun sumber daya manusia yang
berkompeten.

Disamping itu rencana kerja ini berfungsi sebagai sarana peningkatan
kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, patokan
pelaksanaan kegiatan dan alat pengukur untuk melakukan evaluasi, baik
secara tim, individu maupun keseluruhan instansi. Oleh sebab itu dalam
pelaksanaannya, rencana kerja ini perlu didukung dengan dokumen-dokumen
pendukung seperti Standar Operasional Prosedur (SOP).

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Utara ini diharapkan dapat diimplementasikan melalui realisasi
kegiatan, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan
efisiensi kinerja aparatur demi mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi

Sulawesi Utara.

Manado, 2019

Kyala.aa an Kepegawaian Daerah

\\S" DR. . -
\‘4;P§M§i UTAMA MUDA
NIP:-19700426 199010 2 001
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